
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR17 TAHUN 2020

TENTANG

SALINAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENANGANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang
terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) yang cenderung meningkat dari waktu ke
waktu, yang dapat menimbulkan korban jiwa dan
kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi
pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat;

b, bahwa dalam rangka menanggulangi dampak Covid-
19 di wilayah Kabupaten Pringsewu salah satunya
dengan penggunaan belanja tidak terduga untuk itu
agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan
efisien perlu adanya aturan tentang petunjuk
pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penggunaan belanja Tidak Terduga
Dalam Rangka Penangangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Kabupaten Pringsewu;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
: Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);



10, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

12, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Covid-19;

15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negert
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1755);

17, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lmgkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor



20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10
Tabun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor
10);

21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 67 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor
528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor
15);

22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 68 Tahun 2019
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2019 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dl KABUPATEN
PRINGSEWU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu.



5, Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan
oleh Severe Acute Respiratory SynromeCorona Vitus-
2.

6. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraaan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang tennasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pringsewu.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan
Ketja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala Satuan Keija Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pringsewu yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada OPD.

12 OPD Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

13 Belanja Tidak Terduga adalah dana yang digunakan
untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak
biasaƒtanggap darurat dalam rangka pencegahan
dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan demi tcrciptanya keamanan dan
ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



BAB II
AZAS UMUM

Pasal 2
Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga
tnencakup:
a. tertib;
b. taat pada peraturan perundang-undangan;
c. efektif;
d. efisien;
e. ekonomis;
f. transparan;
g. akuntabifitas;
h, kepatutan; dan
i. manfaat.

Pasal 3
(1) Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

bahwa belanja tidak terduga dikeIola secara tepat
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-
bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Taat pada peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga
harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(3) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c merupakan pencapaian hasil program dari
target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan
antara keluaran dengan hasil.

(4) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d merupakan pencapaian keluaran yang
maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu-

(5) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e merupakan perolehan masukan (input
barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(6) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf f merupakan langkah keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya
mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.

(7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf g merupakan perwujudankewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja
tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan.

r>



(8) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf h merupakan pengelolaan belanja tidak
terduga yang dilaksanakan secara realistis dan
proportional.

(9) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf i adalah pelaksanaan program/kegiatan
belanja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas
sesuai kebutuhan.

BABm
PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD
dicantuinkan pada kode rekening kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyck
belanja tidak terduga dan rincian obyek belaiya
tidak terduga.

(2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja
SKPKD.

BAB IV
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang teLah ditutup.

(2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap daturat
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi
terciptanya keamanan, ketertiban, ketenteraman
dan ketertiban masyarakat dï daerah.

(3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas

pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah; dan r



d. memiliki dampak yang signifikan terhadap
anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana
dimaksiid pada ayat (3) tetapi mendesak untuk
dilaksanakan dapat menggunakan belanja tidak
terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan
APBD digeser ke dalam kegiatan,

(5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
didukung bukti-bukti yang sah.

BABV
TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DAMPAK COVH>19

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang secara fungsional
menangani bencana (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah), memfasilitasi sem.ua usulan
Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah
terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat
mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD).

(2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Pengguna Anggaran Satuan Keija
Perangkat Daerah (SKPKD) menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM) TU berdasarkan RKB dart
perangkat daerah dan/atau instansi/lembaga
kemasyarakatan.

(3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D-TU,
berdasarkan SPM-TU yang diajukan oleh Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
selaku Pengguna Anggaran Satuan Keija Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD).

(4) Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU
diserahkan kepada bendahara pengeluaran
perangkat daerah pengusul RKB.

(5) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum
tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada
perangkat daerah pengusul RKB,

(6) Kepala perangkat daerah pengusul RKB,
bertanggungjawab secara Gsik dan keuangan
terhadap dana percepatan penanggulangan DOVID-
19 yang dikelolanya.



(7) Pertanggungj'awaban atas penggunaan dana
penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh
Kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada
pejabat pengelola keuangan daerah dengan
melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan
lengkap atau surat pemyataan tanggung jawab
belanja.

(8) RKB untuk kegiatan penanggulangan COVID-19,
oleh Instansi di luar perangkat daerah diusulkan
melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pringsewu.

(9) Untuk kegiatan penanggulangan COVID-19 yang
dilaksanakan oleh Instansi/ lembaga
kemasyarakatan di luar perangkat daerah, dana
discrahkan kepada Bendahara Instansi/ lembaga
kemasyarakatan dimaksud, dan di fasilitasi oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Pringsewu.

(löjPertanggungjawaban atas pengajuan dana
penanggulangan COVID-19 oleh Instansi/lembaga
kemasyarakatan di luar perangkat daerah
disampaikan kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu, kemudian
diteruskan kepada Pejabat Pengplola Keuangan
Daerah, dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat
pertanggungjawaban belanja

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan
pengelolaan dana tidak terduga Bupati dapat
membentuk Tim sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.

X



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati irti mulai berlaku pada tanggal
ditetapkam

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 2020
BUPATI PRINGSEWU.

SLTJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal a020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 552

IHSAN HENDRAWAN, SH

Sesuoi dengan astiuya
Kepxla Bagian Hukurn

Secretariat Daerati Kabupaten Prln^senm
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